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KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3/552/BRIDA
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP|

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTADENPASAR

Menimbang ! a. bahwa dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
asas penyelenggaraan pemerintahan vang baik,
guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap
penyelenggaraan pelayanan publik wajib
menetapkan Standar Pelayanan Publik:

b.  bahwa dalam memberikan acuan dalam penilaian
untuk kinerja dan kualitas penvelenggaraan
pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Denpasar perlu disususn Standar Pelayvanan
Publik (SPP) di Lingkungan Badan Riset dan
Inovasi Daerah Kota Denpasar;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
yvang dimaksud pada hurup a dan hurup b, periu
menetapkan keputusan:

Mengingat t 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I
Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor3465);

4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S038);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 558Y) sebagaimana telah  diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6374);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 1 23);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 5387);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 ten tang
Pedoman Standar Pelavanan |Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61 S);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penelitian dan Pengembangan di
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 546):

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survej Kepuasan
Masyarakat Unit Penvelenggara Pelayvanan Publii
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 708);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik
Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 lentang
Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan /atau
Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Denpasar Nomor 8);

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dacrah

MEMUTUSEKAN :

Standar Pelayanan Publik pada Badan Riset dan Inovasi
Daerah Kota Denpasar meliputi ruang lingkup pelavanan:
4. Layanan Konsultasi Penelitian/ Kelitbangan

b. Layanan Usulan Penelitian /Kelitbangan

Layanan Kegiatan Penelitian/Kelitbangan

. Layanan Fasilitasi Inovasi Daerah

Layanan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah
Layanan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
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Standar Pelayanan Publik sebagaimana terlampir dalam
lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Badan
Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar sebagai acuan
dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan
penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik,
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Lampiran ¢ Keputusan Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah

KotaDenpasar
Nomor : 100.3.3/552/BRIDA
Tanggal 111 Juni 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR

A. PENDAHULUAN

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang riset, pengkajian
dan penerapan, invensi dan inovasi serta kekayvaan intelektual
dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan
pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Riset dan
Inovasi Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugasnya
terdiri dari unsur:

1. Kepala Badan

2. Sekretaris

3. Sekretaris terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan

4. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Urusan
Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan
Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.

5. Relompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Urusan
Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pengendalian Invensi dan Inovasi Daerah.

B. STANDAR PELAYANAN
Terdapat 7 (tujuh) jenis pelayanan pada Badan Riset

dan Inovasi Daerah Kota Denpasar dan 14 (empat belas)
Komponen Standar Pelayanan vang telah ditetapkan, yaitu:
1. Jenis Pelayanan

Layanan Konsultasi Penelitian / Kelitbangan

Layanan Usulan Peneclitian / Kelitbangan

Layanan Kegiatan Penelitian / Kelitbangan

Layanan Fasilitasi Inovasi Daerah

Layanan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah

Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah

Layanan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
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<. Komponen Standar Pelayanan
Dalam memberikan pelayanan, Badan Riset dan
Inovasi Daerah Kota Denpasar menetapkan dan
mencrapkan komponen Standar Pelayanan Publik vang
dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yvaitu:




A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan
proses penyampaian pelayanan (service delivery),
meliputi:

1)

2)

A

4

&

6)

Persyaratan

Persyaratan merupakan salah satu  prosedur yang
harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan
konsultasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan
publik. Proses pelayvanan harus tetap mengikuti
prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu,
akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan
sarana dan pPrasarana, kemudahan akses,
kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan
kenyamanan. Sehingga tidak memberatkan pengguna
layanan untuk mengakses layanan yang diberikan.
Persyaratan terlampir,

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistemn, mekanisme dan prosedur merupakan tata
cara pelayanan yang dibalcukan bagi pemberi dan
penerima pelavanan, termasuk pengaduan, yang
mengandung tahapan kegiatan vang harus dilakukan
atau dilalui dalam =sistermn dan proses penvelenggaraan
pelayanan,

Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan adalah jangka waktu vang
diperlukan untuk menyalesaikan  seluruh proses
pelavanan dari setiap jenis pelayanan

Biaya /Tarif

Biaya /tarif adalah ongkos vang dikenakan kepada
penerima layanan dalam mengurus  dan/atau
memperoleh pelayvanan dari penyelenggara yang
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
penyelenggara dan masyaralkat.

Produk Pelayanan

FProduk pelayanan hasil pelayanan yang diberikan
dan diterima sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Produk pelayanan dapat berupa penyediaan atau
pengadaan  barang, jasa dan fatau  produk
administrasi yang diberikan atau diterima
pemohon/masyarakat sesuaij dengan ketentuan
perundangundangan vang telah ditetapkan.
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah
tala cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan
tindak lanjut. Merupakan mekanisme pengelolaan
pengaduan masukan berupa kritikan, saran usulan
dari masyaralcat sebagai reaksi terhadap
permasalahan vang terjadi dalam penvelenggaraan
pelayanan., Masukan masyarakat penting untuk
dikelola secara proporsional sebagai bahan untuk
koreksi dan upaya perbaikan kebijakan pelayvanan
kedepan.




B.Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan
proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi
(Manufacturing) meliputi:

1)

32}

3]

4

5)

B

7)

)

Dasar Hukum

Dasar hukum adalah peraturan perundang
undangan yang menjadi dasar palayanan
penyvelenggaraan.

Sarana, Prasarana dan Fasilitas

Sarana, prasarana dan fasilitas adalah peralatan
dan fasilitas yang diperlukan dalam
penyelenggaraan pelayvanan, termasuk peralatan
dan fasilitas yang bagi kelompok rentan.
Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang
harus  dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, Ketrampilan dan
pengalaman. Penyusunan komponen kompetensi
pelaksanan untulk memberikan gambaran
mengenai dukungan kemampuan petugas
pclayvanan meliputi pengetahuan, keahlian,
ketrampilan dan pengalaman yang harus dimiliki
oleh setiap pelaksanan atau petugas dalam
menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan.
Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah sistem pengendalian
intern dan pengawasan langsung yvang dilakukan
oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung
pelaksana. Pengawasan internal merupakan
pengawasan yang difokuskan sebagaimanagemen
pengendalian  internal yang berperan untuk
menjamin  aktivitas penyelenggaraan pelayvanan
agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai
standar pelayanan yang ditetapkan.

Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana adalah informasi mengenai
komposisi atau Jumlah pelugas yvang
melaksanakan tugas sesuaj dengan standar
pelayanan.

Jaminan Pelavanan

Jaminan pelayanan adalah memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan
kepastian rasa aman, bebas hari bahavadan resiko
keragu-raguan,

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian
mengetahui seberapa jauh pelaksana kegiatan
sesuai dengan standar pelayanan,




JENIS PELAYANAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
HOTA DENPASAR

A.PELAYANAN KONSULTAS] PENELITIAN /KELITBANGAN
Layanan Konsultasi Penelitian/ Kelitbangan

A. Komponen Standar Pelayanan yan g Terkait dengan Proses
Penyampaian Pelayvanan (Service Delivery)
No. Komponen Uraian
1 | Persyvaratan Surat/Undangan/Telaahan Staf
2 | Sistem, Mekanisme - Penerimaaan Usulan Konsultasi
dan Prosedur Penelitian / Kelitbangan
- Delegasi Konsultasi
Penelitian /Kelitbangan
- Pelaksanaan Konsultasi
Penelitian / Kelitbangan
- Pembahasan Internal Konsultas;
Penelitian/ Kelitbangan
3 | Jangka Waktu 21 Han Kerja
- Penerimaaan Usulan Konsultasi
Penelitian / Kelitbangan (3 Hari
Kerja)
- Delegasi Konsultasi
Penelitian / Kelithangan (3 HariKerja)
- Pelaksanaan Konsultasi
Penelitian /Kelitbangan (1 Hari Kerja)
- Pembahasan Internal Konsultasi
Penelitian/ Kelitbangan (14 Hari
Kerja)
- Pelayanan Konsultasi
Penelitian/ Kelitbangan akan
dilakukan secara  kolektif
Jika terdapat cukup banyak usulan
konsultasi Penelitian / Kelitbangan
4 | Biaya/Tarif Gratis
Produk Laporan/Rencana Tindak
Pelayanan Lanjut/Telaghan Staf
6 | Penanganan Telepon. (0361) 414820
Pengaduan, Website: www.brida.denpasarkota. go.id
Saran dan Pos-el: brida 3. po.id
Masukan Aplikasi PRO Denpasar




Komponen Standar Peiayéﬁ:é:n_yang Terkait dengan Proses

H.
Pengelolaan Pelavanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
No. Komponen ' Uraian
7 Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 42 19);
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara

Eepublik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa
kaliterakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Feraturan Presiden Nomor 11 Tahun
2015 tentang Kementerian Dalam
Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 69 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
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tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1667);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor

Tahun 2016 Tentang Pedoman

Penelitian dan Fengembangan di

Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah

8 |Sarana, Komputer, Printer dan Alat Tulis
| Prasarana Kantor
dan Fasilitas
9 | KompetensiPelaksana | - Menguasai dan Memahami
Pedoman  sertaadministrasi
kegiatan Penelitian/ Kelitbangan
- Menguasai dan memahami analisa
dan evaluasikebijakan publik
- Menguasai dan memahami
penggunaan TIK (Teknologi,
Informasi dan Komunikasi)
10 | Pengawasan Internal Pimpinan atau atasan langsung
pelaksana sertaMajelis
Pertimbangan (MP) dan Tim
Pengendali Mutu (TPM) Badan Riset
dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
11 | Jumlah 10 Orang
Pelaksana
12 | Jaminan Maklumat Pelayanan Badan
Pelayanan Riset dan Inovasi Daera Kota
Denpasar
13 |Jaminan Maklumat Pelayanan Badan
Keamanan dan Riset dan Inovasi Daerah Kota
Keselamatan Denpasar
Pelayanan
14 | Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat

| Kinerja
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BE. PELAYANAN USULAN PENELITIAN/KELITBANGAN
Layanan Usulan Penelitian/ Kelitbangan

A. Komponen Standar Pelayanan vang Terkait dengan Proses
Fenyampaian Pelayanan (Service Delivery)
No. Komponen . Uraian &
1 Persyaratan Surat/Undangan /Telaahan Staf
2 Sistem, Mekanisme - Penerimaaan Usulan Konsultasi
dan Prosedur Penelitian/ Kelitbangan
- Pembahasan Usulan|
Penelitian / Kelitbangan
- Sidang Majelis Pertimbangan
3 |JangkaWaktu 25 Hari Kerja
| - Penerimaaan Usulan Konsultasi
Penelitian / Kelitbangan ( 3 Hari
Kerja)
- Pembahasan Usulan Penelitian
Kelitbangan (21 Hari Kerja)
- SBidang Majelis Pertimbangan (1 Hari
Kerja) Pelayanan Usulan Penelitian
Kelitbangan akandilakukansecara
kolektif jika terdapat cukup banyak
usulan konsultasi Penelitian
/Kelitbangan
4 Biaya /Tarif Gratis
S Produk Pelayanan Berita Acara Sidang dan Topik
| Penelitian /Kelitbangan
6 Penanganan . Telepon. (0361) 414829
Pengaduan, Saran Website:; www.brida. denpasarkota, go.id
dan Masukan Pos-el: bridagdenpasarkota.go.id
Aplikasi PRO Denpasar
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B. Komponen Standar Pelay

. anan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan
Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

_ No. Komponen

Uraian

7 |Dasar Hukum

Undang-Undang  Republik  I[ndonesia
Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan llmu  Pengetahuan dary
Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomer 84
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4219);

Undang-Undang  Republik Indq:rm:aiai
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang  Republik hidunﬂ%

Nomor 6 Tahun 2014 tentang D

(Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 5495);

Undang-Undang  Republik  Indonesi
Nomor 30 Tahun 2014 tenmn;
Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 293, Tambahan Lembaran Negaral
Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah '
(Lembaran  Negara Republik Indonesi
Tahun 2014 Nomor 244, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 3587) sebagaimana telah diub
beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan
Perubahan Kedua Atas Undang-Undan
Nomor 23 Tahun 2014 tentan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan LembaranNegara Republi
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahu
2015 tentangnKementerian Dalam Neger
(Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo
69 Tahun 2015 tentang Perubahan Ata
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Ta
Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berit
Negara Republik Indonesia Tahun 201!
Nomor 1667);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republi
Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentan
Pedoman Penelitian dan Pengembangan di
Kementerian Dalam Negeri dan|

8 Sarana, Prasarana
idan Fasilitas
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Kompetensi Pelaksana

- Menguasai dan Memahami Pedoman serta
administrasi kegiatan
Penelitian / Kelitbangan

- Menguasai dan memahami analisa dan
evaluasi kebijjakan publik

- Menguasai dan memahami PENgEUNaan
TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi)

10

Pengawasan Internal

pinan atau atasan langsung pelaksana
rta Majelis Pertimbangan (MP) dan Tim
ngendali Mutu (TPM) Badan Riset dan
novasi Daerah Kota Denpasar

11

Jumlah
Pelaksana

10 Orang

12

Jaminan Pelayanan

_Eijluklﬁmat Pelayanan Badan Riset dan Inovasi

aerah Kota Denpasar

gaklumat Pelayanan Badan Riset dan Inovasi

13 Jaminan Keamanan dan
Keselamatan aerah Kota Denpasar
Pelayanan

14 [Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat
Kinerja

C.PELAYANAN KEGIATAN PENELITIAN/KELITBANGAN
Layanan Kegiatan Penelitian/Kelitbangan

A. Komponen Standar Pelayanan vang Terkait dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No. Komponen Uraian
1 |Persyaratan 1. Kerangka Acuan Kerja (ToR/Term of
Reference);
2. Kertas Konsep Ide (ICP/ldea Concept
Paper].
2 | Bistem, Mekanisme - Penyusunan Konsep
dan Prosedur Penclitian / Kelitbangan;

- Penyusunan Rancangan
Penelitian / Kelitbangan:

- Bidang TPM:

- Penyusunan Laporan Akhir
Penelitian
/Kelitbangan;

- Pengumpulan Laporan Akhir
Penelitian
{Kelitbangan:
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J .ﬁ_ngka Waktu

157 Han Kerja

Penyusunan Konsep

Penelitian / Kelitbangan (14 Hari
Kerja);

Penyusunan Rancangan

Penelitian / Kelitbangan (14 Hari
Kerja);

Sidang TPM (1 Hari Kerja);
Penvusunan Laporan Akhir
Penelitian /Kelitbangan (99 Hari
Kerja);

Pengumpulan Laporan Akhir
Penelitian /Kelitbangan (3 Han
Kerja);

Diseminasi Hasil Kelitbangan {1 Hari
Kerja);

Analisa dan Evaluasi (7 Hari Kerja);
Penyusunan Laporan Akhir
Kelitbangan Utama(14 Hari Kerja)
Penyampaian Laporan Akhir
Kelitbangan Utama(l Hari Kerja)
Pelayanan Kegiatan
Penelitian / Kelitbangan akan
dilakukan secara kolektif jika
terdapat cukupbanvak usulan
konsultasi Penelitian / Kelitbangan
Diseminasi Hasil Kelitbangan;
Analisa dan Evaluasi;
Penyusunan Laporan Akhir
Kelitbangan Utama;

Penyampaian Laporan Akhir
Kelitbangan Utama.

‘Biaya/Tarif Gratis |
Produk Pelavanan 1. Laporan Akhir ]
Penelitian / Kelit bangan;
Z. Berita
Acara/Laporan / Doku mentasi;
3. Laporan Akhir Kelitbangan Utama
Penanganan Telepon. j’DSE]j 414829
Pengaduan, Saran Website: “narw_.]_:n:-idg,dﬂnggaﬂgutﬂ,gg.id
dan Masukan Pos-el: bridagiden kota.go.id

Aplikasi PRO Denpasar
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B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
No. Komponen ~ Uraian
T Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Pencrapan
[lmu Pengetahuan dan Teknologi

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 824,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4219);
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor B, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495};
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang

Pemerintahan Daerah |Lembaran
Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor D387)
sebagaimana telah diubah beberapa
kaliterakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9@ Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor a8, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 11
Tahun 2015 tentang

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 12);
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- Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 69 Tahun 2015 tentang
Ferubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1667);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik  Indonesia Nomor 17
Tahun 2016 Tentang Pedoman
FPenelitian dan Pengembangan di

- Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah

Kinerja

8 Sarana, Komputer, Printer, dan Alat Tulis
Prasarana Kantor
dan Fasilitas
9 | KompetensiPelaksana | - Menguasai dan Memahami
Pedoman danAdministasi
Kegiatan Penelitian/Kelithangan:
- Menguasai dan Memahami Analisa
dan EvaluasiKebijakan Publik;
- Menguasai dan Memahami
Teknologi Informasi
Komunikasi
10 | Pengawasan Internal PengawaaanLangsungda Pengendalian
Internyang
Dilakukan oleh Pimpinanatau
Atasan Langsung Pelaksana
11 | Jumlah 10 Drang i
Pelaksana
12 | Jaminan Maklumat Pelayanan Badan Riset dan
Pelayanan Inovasi Daerah Kota Denpasar
13 | Jaminan Maklumat Pelayanan Badan Riset dan
Keamanan dan Inovasi Dacrah Kota Denpasar
Keselamatan
Pelayanan
' 14 | Evaluasi Survey Kepuasan Masvarakat ]
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D. PELAYANAN FASILITASI INOVAS]I DAERAH
Layanan Fasilitasi Inovasi Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.

Komponen

Uraian

Persyaratan

Surat/ Undangan/ Telaahan Staf

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

Perangkat Daerah menyampaikan
surat  terkait usulan  inkubasi
inisiatif inovasi

Badan Litbang  menindaklanjuti
dengan inkubasiinisiatif inovasi
Perangkat Daerah mengajukan
proposal inisiatif inovasi

Badan Litbang melaksanakan
evaluasi inisiatilf  inovasi dan
sclanjutkan dibuatkan Berita Acara
Evaluasi Inisitif Inovasi

Badan Litbang memfasilitasi dalam
penetapan Inovasi Daerah

Perangkat Daerah melaksanakan Uji
Coba Inovasi Daerah

Badan Litbang melaksanakan
Evaluasi Uji Coba Inovasi Daerah
Badan Litbang memfasilitasi dalam
penetapan

Perda/Perwali terkait penerapan
Inovasi Dacrah tersebut

Jangka Waktu

239 Hari Kerja

Inkubasi inisiatil inovasi (21 Hari
Kerja)

Pengajuan proposal inisiatif inovasi
daerah (21 Hari Kerja)

Evaluasi proposal inisiatif inovasi
daerah (14 harikerja)

Penetapan inovasi daerah (42 Hari
Kerja)

Uji coba inovasi daerah (60 Hari
Kerja)

Evaluasi uji coba inovasi daerah (21
Hari Kerja)

Penetapan perda/perwali terkait
penerapan lnovasi Dacrah (60 Hari
Kerja)

Pelayanan Fasilitasi Inovasi Daerah
akan dilakukan

secara kolektifl jika terdapat cukup
banyvak inisiatifinovasi

4

' Biaya/Tarif

Gratis
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5 | Produk Pelayanan

Laporan / berita acara inkubasi
inisiatif inovasi

Proposal inisiatif proposal inovasi ]
Berita acara evaluasi inisiatif inovasi
Surat Keputusan Walikota tentang
penetapaninovasi daerah

Laporan pelaksanaan uji coba
inovasi daerah

Laporan evaluasi uji coba inovasi
dacrah

Rekomendasi Penerapan inovasi
daerah

Perda/Perwali terkait petierapan
inovasi daerah

& | Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

Telepon. (0361) 414829

Website: .brida.denpasarko 0.1
Pos-el: bridagiden asarkota.po.id
Aplikasi PRO Denpasar

B. Komponen Standar Pe
Pengelolaan Pelayan

layanan vang Terkait dengan Prases
an di Internal Organisasj (Manufacturing)

No. | Komponen

Uraian

T | Dasar Hukum

Pasal 5 ayat (2) Und::‘ng..TndElng
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Undﬂnghﬂndang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Pencrapan
Imu Pengetahuan dan Teknologi
(Lembaran Negara Republilk
Indonesia Tahun 20092 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42]109)
Undmg—Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor o, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Undang—Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesis Nomor 5495);
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- Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor D587)
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
20 15 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S679);

- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2014 lentang
Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2601);

- Peraturan Pemerintah 38 tahun
2017 tentang inovasi daerah

- Peraturan Presiden Nomaor 11 Tahun
2015 tentang Kementerian Dalam
Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor &9
Tahun 2015 tentang Fﬂ-mhﬂhaﬂ
Atas Peraturan Menterj Dalam Negeri
Nomor 43 Tahun 2015 tentang

I Organisasi dan Tata Kerjal

Kementerian Dalam Negeri (Berita|

| Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1667);

| - Peraturan Meneteri Dalam Neg

Republik Indonesis Nomor 17 Tahu
| 2016 Tentang Pedoman Penelitia
dan Pengembangan Dj Kementerian
| Dalam Negeri Dan Pemerintahan

| Daerah
8 |Sarana, Prasarana Komputer, Printer, dan Alar Tulis
|da.r1 Fasilitas Kantor
9 | Kompetensi - Menguasai Peraturan-peraturan
Pelaksana lerkait tugas pokok dan fungsi
dalam fasilitasi inovasi daerah
| - Menguasai dan memaham;j
indicator, sasaran dan outcome dan
| output inovasi daergh
| - Menguasaj aplikasi Bank Inovasi

| dan Kelitbangan | BIT)
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10 |Pengawasan F‘impintu::- atau  atasan langsung
Internal pelaksana serta Majelis Pertimbangan
(MP) dan Tim Pengendali Mutu [TPM)
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota

Denpasar

11 |Jumlah Pelaksana | 26 Orang
12 |Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan Badan Riset dan

Inovasi Daerah Kota Denpasar

13

14

Jaminan Keamanan
ldan Keselamatan
Pelayanan

Maklumat Pelayanan Badan Riset dan
Inovasi Daerah Kota Denpasar

Evaluasi linerja

Survey Kepuasan Masyarakat

E. PELAYANAN MONITORING DAN EVALUASI INOVASI
Layanan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
No. Komponen Uraian
1 | Persyaratan Surat/ Undangan/ Telaahan Staf
Z Sistem, Mekanisme - BRIDA memiliki data inovasi yang
dan Prosedur aktif 2 tahun terakhir
- BRIDA bersurat ke OPD, Perumda,
Kecamatan, Desa/Kelurahan, Puskesmas
terkait akan diadakan monitoring dan
evaluasi inovasi
- BRIDA mendatangi seluruh QPD,
Perumda , Kecamatn, Desa/Kelurahan,
Puskesmas se-Kota Denpasar untuk
memonitoring keaktifan inovasi dan
mengevaluasi data dukung vang dimiliki.
3 |JangkaWaktu 30 Hari Kerja
- Monitoring dan Evaluasi Inovasi OPD,
Perumda, Kecamatan, Puskesmas se-
Kota Denpasar (15 Hari Kerja)
- Monitoring dan Evaluasi Inovasi Desa
dan Kelurahan se-Kota Denpasar (15
. Hari Kerja)
4 | Biaya/Tarif Gratis
5 | Produk Pelayanan - Laporan Monitoring dan Evaluasi
Inovasi
6 | Penanganan Telepon. (0361) 414829
Pengaduan, Website: www.brida. denpasarkota.go.id
Saran dan Pos-el: brida@denpasarkota,go.id
Masukan Aplikasi PRO Denpasar
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'B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
No. Komponen Uraian
7 | Dasar Hukum Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan
lImu Pengetahuan dan Teknologi

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4219)
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor =494
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor

9 Tahun 2015 lentang Perubahan
Kedua atas Undang—ﬂnda.ng Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
20 15 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2014 lentang
Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2601);
Peraturan Pemerintah 38 tahun
2017 tentang inovasi daerah
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun
2015 tentang Kementerian Dalam
Negeri  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomaor 12);
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- Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 69

Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri D Negeri
Nomor 43 Tahun 2015 ten
Organisasi dan Tata Kerj

Kementerian Dalam Negeri (Beri
Negara Republik Indonesia Tahu
2015 Nomor 1667);

- Peraturan Meneteri Dalam Nege
Republik Indonesia Nomeor 17 Tahu
2016 Tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan Di Kementerian
Dalam Negeri Dan Pemerintahan
Daerah

- Peraturan Walikota Denpasar No 63
Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah

8 |Sarana, Prasarana Komputer, Printer, Kendaraan, dan
dan Fasilitas Alat Tulis Kantor
9 |Kompetensi - Menguasai dokumen datg dukung |
Pelaksansa yYang harus dimiliki inovasi
10 | Pengawasan Pimpinan atau atasan  langsung
Internal pelaksana serta Majelis Pertimbangan
(MP) dan Tim Pengendali Mutu (TPM)
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota
Denpasar
11 |Jumlah Pelaksana 24 Orang
12 [Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan Badan Risct dan
[novasi Daerah Kota Denpasar
13 Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan Badan Riset dan |
dan Keselamatan Inovasi Daerah Kota Denpasar
Pelayanan
14 |Evaluasi linerja Survey Kepuasan Masyarakat ]
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F. KOMPETISI INOVASI PERANGEKAT DAERAH
Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah

Komponen Standar Pelayanan vang Terkait dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Dehivery)

Uraian

Surat/ Undangan/ Telaahan Staf

BRIDA menyiapkan petunjuk teknis dan

tim juri kompetisi.

BRIDA mengirim surat pelaksanaan

Kompetisi Inovasi kepada target peserta

BRIDA melaksanaan teknical meeting

terkait penyelenggaraan Kompetisi Inovasi

Perangkat Daerah vang terdiri dari 4

Kategori

1. Inovasi Pelayanan Publik

2. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

2. Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan
urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah

4. Inovasi Tenaga Pendidik

Dengan target peserta:

Untuk kategori inovasi pelayanan publik,

inovasi tata kelola pemerintahan dan

Inovasi daerah lainnya: Seluruh QPD,

Perumda, Kecamatan, Desa, Kelurahan

Se-Kota Denpasar

Untuk Kategori Inovasi tenaga pendidik:

Sekolah TK, SD, SMP Negeri/Swasta se-

Kota Denpasar

Peserta mengirimkan proposal  inovasi

sesual dengan kategord vang diikuti

Pelaksanan Penilaian Tahap I : Tim juri

menilai proposal inovasi

Rapat pembahasan hasil penilaian

Pelaksanaan  Penilaian Tahap 11

Presentasi inovasi oleh pengampu inovasi

Pelaksananaan Penilaian Tahap 1IN

Penilaian Data Dukung {Adminisirasi

Inovasi

Pelaksananaan Penilaian Tahap IV

Tinjauan Lapangan

Pelaksananaan Penilajan Tahap V

Penilaian Video Inovasi

3 Bulan

Al
No. Komponen
1 Persyvaratan
~ 2 'Sila't;:_m, Mekanisme
dan Prosedur
3 | JangkaWaktu
4 | Biaya/Tarif

Gratis

Sosialisasi Kompetisi Inovasi Perangkat
Dacrah (1 hari

Teknical meeting ( 1 hari)

Pengumpulan proposal ([ 1 Bulan)
Pelaksanaan penilaian tahap ILILIILIV.V
{2 Bulan)

Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan
Kepada Pemenang (1 Hari)
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' Produk Pelayanan - Surat / Adminitrasi yang
dibutuhkan selama pelaksanaan
kompetisi
SK Panitia, Juri, Peserta

- 8K Pemenang
Laporan Kegiatan Kompetisi Inovasi

' Penanganan Telepon. (0361) 414829
Pengaduan, Website: .brida.denpasarkota.go.i
Saran dan Pos-el: brida@denpasarkota.go.id

| Masukan Aplikasi PRO Denpasar

Komponen Standar Pelayanan yvang Terkait dengaﬁ Proses
Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

Komponen Uraian

Dasar Hukum - Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2002 tentang

Sistemn MNasional Penelitian,
Pecngembangan, dan Penerapan
Imu Pengetahuan dan Teknologi
{Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 42 19)

- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor B, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);
| - Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2587)
schbagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang  Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomeor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 15 Nemor o8,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 9679):
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- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

- Peraturan Pemerintah 38 tahun
2017 tentang inovasi daerah

-  Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun
2015 tentang Kementerian Dalam
Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

- Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 69
Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 43 Tahun 2015 tent,ang

Organisasi dan Tata Kerj
Kementerian Dalam Negeri (Berit
Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1667);

- Peraturan Meneteri Dalam Negeri
Kepublik Indonesia Nomor 17 Tahun
2016 Tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan Di Kementeria
Dalam Negeri Dan Pemerintah
Daerah

- Peraturan Peraturan Meneteri Dal
MNegeri Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2018 tentang Penilaian da
Pemberian Penghargaan dan/atau Insenti
Inovasi Daerah

- Peraturan Walikota Denpasar No 63
Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah

a8 iSEl.ranﬂ., Prasarana Komputer, Printer, Kendaraan, Tropy,
|dan Fasilitas Hadiah (untuk pemenang) dan
dokumen petunjuk teknis
penyelenggaraan
9 |Kompetensi - Menguasai  dokumen — petunjuk
Pelaksana teknis penyelenggraan
10 |Pengawasan Pimpinan atau atasan langsung
Internal | pelaksana
11 |.Jumlah Pelaksana - Panitia dari Internal BRIDA Kota
Denpasar
- Tim Juri dari Pihak External BRIDA
Kota Denpasar
12 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan Badan Riset dan
Inovasi Daerah Kota Denpasar
13 |Jaminan Keamanan | Maklumat Pelayanan Badan Riset dan
dan Keselamatan Inovasi Daerah Kota Denpasar
Pelayanan
14 | Evaluasi linerja Survey Kepuasan Masyarakat
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G. PELAYANAN FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Layanan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

A. Komponen Standar Pelayanan yvang Terkait dengan Proses
Penyampaian Pelayvanan (Service Delivery)
" No. Komponen Uraian
| 1 |Persyaratan Formulir permohonan fasilitasi hak
kekavaan intelektual
BRI Sistem, Mekanisme Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Personal

dan Proscdur

Masyarakat dan/atau Perangkat
daerah menyampaikan permohonan
fasilitasi pencatatan
ciptaan /kekayaan intelektual
komunal (KIK) dan pendaftaran
merek ke BRIDA Kota Dps lewat
anggota Sentra Kekayaan Intelektual
(k1) Kota Denpasar

Anggota Sentra KI kemudian
mencatatkan di Buku Agenda serta
menindaklanjuti dengan memeriksa
validitas permohonan dengan syarat-
svarat pemohon

Anggota Sentra KI meneruskan
permohonan kepada Kaban BRIDA
Kaban BRIDA menyetujui
permohonan fasilitasi dan
menurunkan disposisi kepada Analis
Kebijakan Ahli Muda vang
menangani fasilitasi kekayaan
intelektual

Analis Kebijakan memverifikasi
permohonan dengan anggaran yang
disesuaikan dengan bulan. Surat
rekomendasi Kaban BRIDA sesuaj
permohonan yang telah terverifikasi
Femberitahuan kepada pemohon untuk
memenuhi syarat-syarat permohonan
Syarat-syarat permochonan sudah diterima
dan diverifikasi oleh Anggota Sentra K[
Anggota Sentra KI melakukan
penginputan data dukung ke sistem
dgip.go.id (Hak Cipta dan Merek) lewat
akun Sentra KI Kota Denpasar

Kode Billing keluar dan bendahara BRIDA
melakukan Pembayaran PNBP sesuai
dengan jenis permohonan

Pada Fasilitasi Hak Cipta, Surat
Pencatatan Hak Cipta langsung keluar
setelah terbayarkan

Pada Fasilitasi Merek tanda  terima
pendaftaran  merek langsung  keluar
setelah terbayarkan. Proses pendaftaran

merek memerlukan waktu & bulan dalam |
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proses pemeriksaan sebelum  keluar
sertifikat merek

Dalam hal fasilitasi pendaftaran merek,

anggota Sentra Kl selalu melakukan
pengecekan setiap hari di sistem dgip.go.id

Fasiltasi Hak Kekayaan Intelektual Komunal

Masyarakat mengajukan permohonan
pencatatan KIK ke BRIDA Kota Denpasar
Anggota Sentra KI kemudian
mencatatkan di Buku Agenda serta
menindaklanjuti dengan memeriksa
validitas permohonan dengan syarat-
syarat pemohon

Anggota Sentra Kl meneruskan
permohonan kepada Kaban BRIDA
Kaban BRIDA menyetujui
permohonan fasilitasi dan
menurunkan disposisi kepada Analis
Kebijakan Ahli Muda yang
menangani fasilitasi kekayaan
intelektual

Analis Kebijakan memverifikasi
permohonan dengan peraturan
perundang-undangan yang terkait.
Surat rekomendasi Kaban BRIDA
sesual  permohonan  vang  telah
terverifikasi

Pemberitahuan kepada pemohon untuk
memenuhi syarat-syarat permohonan
Mengadakan rapat pengajuan pencatatan
KIK dengan mengundang pemangku
kepentingan sesuai dengan KI Komunal
yvang terdaftar

Syarat-syarat permohonan sudah diterima
dan diverifikasi oleh Anggota Sentra KI
Penyerahan dokumen pencatatan Kl
Komunal kepada Kemenkumham Kanwil
Bali

Kemenkumham Kanwil Bali melakukan
verifikasi dokumen dan penginputan data
Tanda Terima Pencatatan Permohonan
Inventarisasi KI Komunal dari DJKI keluar
setelah  penginputan data  selesai
dilakukan

Kemenkumham Kanwil Bali selalu
berkomunikasi dengan Anggota Sentra KI
terkail permohonan hingga keluar Surat
Pencatatan Inventarisasi Kekayaan
Intelektual Komunal
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5

Jangka Waktu

Fasilitasi Hak Kéka}raﬂn Intelektual
Personal
13 Hari Kerja

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Komunal
16 Hari Kerja

Pencatatan permohonan dan
verifikasi validasi syarat pemohon
fasilitasi hak kekavaan intelektual
personal(l Hari Kerja)

Persetujuan Fasilitasi hak kekayaan
intelektual dari Kaban BRIDA (1 Hari
Kerja)

Verifikasi permohonan oleh Analis
Kebijakan dan pengajuan surat
rekomendasi Kaban BRIDA (1 Hari Kerja)
Pemberitahuan dokumen syarat-syarat
permohonan kepada pemohon (1 Hari
Kerja)

Pemohon melengkapi dokumen syarat-
syarat permohonan (7 Hari Kerja)
Anggota Sentra KI menerima dokumen
syarat-syarat permohonan dan melakukan
verifikasi berkas, penginputan ke sistem
dan pembayaran dilakukan oleh
bendahara BRIDA sesuai dengan PNBP
berdasarkan jenis permohonan (1 Hari
Kerja)

Dalam fasilitasi hak cipta, surat
pencaiatan ciptaan langsung keluar
setelah dilakukan pembayaran. Anggota
Sentra Kl menyerahkan surat tersebut
kepada pemohon (1 Hari Kerja)

Ket. Jangka waktu perlindungan Hak
Cipta adalah berlaku selama hidup
pencipta dan terus berlangsung sclama 70
tahun setelah pencipta meninggal dunia
terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun
berikutnya

Dalam fasilitasi merek, tanda terima
pendaftaran merek keluar setelah
dilakukan pembayaran. Anggota Sentra KI
menyerahkan surat tersebut kepada
pemohon (1 Hari Kerja)

Anggota Sentra KI terus memantau lewat
sistem selama 6 bulan hingga permohonan
pendaftaran merek disetujui

Pencatatan permchonan dan
verifikasi validasi syarat pemohon
fasilitasi hak kekayaan intelekiual
komunal{l Hari Kerja)

Persetujuan Fasilitasi hak kekayaan
intelektual dari Kaban BRIDA {1 Hari
Kerja)

Verifikasi permohonan oleh Analis
Kebijakan dan pengajuan surat
rekomendasi Kaban BRIDA (1 Hari Kerja)
Pemberitahuan dokumen syarat- syarat
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permohonan kepada pemohon (1 Hari
Kerja)

Rapat pengajuan pencatatan KI Komunal
dengan pemangku kepentingan terkait (1
Hari Kerja)

Pemohon melengkapi dokumen syarat-
svarat permohonan (7 Hari Kerja)

Anggota Sentra KI menerima dokumen
syaral-syarat permohonan dan melakukan
verifikasi berkas (1 Hari Kerja)
Penyerahan berkas KI Komunal kepada
Kemenkumham Kanwil Bali (1 Hari Kerja)
kemenkumham Kanwil Bali melakukan
verifikasi berkas (1 Hari Kerja)
Kemenkumham Kanwil Bali melakukan
penginputan data ke sistem dan Tanda
Terima Pencatatan Permohonan
Inventarisasi KI Komunal dari DJKI keluar
sctelah  penginputan  data  selesai
dilakukan (1 Hari Kerja)

=

Biaya/ Tarif

Gratis

tn

| Penanganan

Produk Pelayanan

Permohonan Fasilitasi Hak ﬁeka}'aanﬁ
Intelektual dari pemohon yang berasal
dari masyarakat dan/atau perangkat
dae

Fekomendasi Kaban BRIDA terkait
permohonan fasilitasi hak kekayaan
intelektual

Dokumen persyaratan permohonan
pencatatan ciptaan/Kl Komunal dan
pendaftaran merek

Surat pencatatan ciptaan untuk Hak
Cipta

Tanda Terima Pendaftaran Merek untuk
Merek

Tanda terima pencatatan Kl Komunal
untiuk KI Komunal

Laporan fasilitasi hak kekayaan
intelektual

Pengaduan,
Saran dan
Masukan

Telepon. (0361) 414829
Website: www.brida.denpasarkota.go.id
Pos-el: bridagidenpasarkota.go.id
Aplikasi PRO Denpasar

3
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B. kKomponen Standar Pelayanan yvang Terkait dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
No Komponen Uraian

Dasar Hukum

Undang—Undang Nomor 1 Tahun 1992
tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat Il Denpasar (Lembaran Negarg
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4044);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri (Lembaran Negar
Republik Indonesia  Tahun 2000 Numnj
243, Tambahan Lembaran I"-Eegar:aI
Republik Indonesia Nomor 4045);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran|
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar
Republik  Indonesia  Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
Tahun 2023 tentang Penetapan Peratura
Pemerintah  Pengganti Undang-Undan
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerj
Menjadi  Undang-Undang  (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 202
Nomor 41, Tambahan Lembaran Ne
Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 201
tentang Hak Cipta (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 201
Nomor 266, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 5599):
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Paten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 176,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5992) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjal
Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023
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Nomor 41, Tambahan Lembaran Negar
Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 201
tentang Merk dan Indikasi Geograf
(Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2016 Nomor 2352, Tambaha
Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 5953) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
20243 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi  Undang-Undang  (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 202
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negar
Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019
tentang Sistem Nasional [lmu Pengetahuan
dan teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Negara Republild
Indonesia Nomor 6374} sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);
Peraturan Menteri Hukum dan I-L"JE‘

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Dat
Kekayaan Intelektual Komunal (Beri
Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 964);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan di Kementrian Dal
Negeri dan Pemerintah Daerah {Be:[ﬂ
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 546);

Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023
tentang kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerjgl
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota
Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
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'8 [Sarana, Prasarana | Komputer, Printer, Internet dan Alat
dan Fasilitas Tulis Kantor
9 | Kompelensi - Menguasai Peraturan-peraturan
Pelaksana terkait tugas pokok dan fungsi
dalam fasilitasi hak kekayaan
intelektual
- Menguasai dan memahami
indikator, sasaran dan outcome dan
output fasilitasi kekayaan
intelektual
- Menguasai sistem pendaftaran hak
cipta dan merek online di sistemn
_ dgip.go.id
10 | Pengawasan Pimpinan atau atasan langsung
Internal pelaksana serta Tim Pengelola Sentra
Kl Kota Denpasar
11 |Jumlah Pelaksana 28 Orang
12 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan Badan Riset dan
Inovasi Daerah Kota Denpasar
13 Jaminan Keamanan | Maklumat Pelayanan Badan Riset dan
dan Keselamatan Inovasi Daerah Kota Denpasar
Pelayanan
14 | Evaluasi linerja Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 11 Juni 2024




o radly,
g = "'91? NEET 15‘-“1.-":"!'? ".!-.'

PEMERINTAH KDTA DENPASAR

g .F"H‘ M‘ﬂﬂ'“ﬁ"'—li‘m - "'

'BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

_-:_,.,: r-'--'.-:_ P =I|'- ] SRt e T L ]

Jadan Mulawarmah Momaor 5, Telepon (0361) 414829 Denpasar BO111
Websile: waw.brida denpasarkota.go i || Pos-al: brida@denpasarkota go id

MAKLUMAT PELAYANAN

“Kami berjanji dan siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan, dan apabila kami
tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah
ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang.-
undangan yang berlaku, dan/atau memberikan kompensasi.”

Denpasar, 11 Juni 2024
- Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah

/., ~Kota Denpasar

\. # -
,-.fu’ P --- bina Utama Muda

= NIP, 19661011 199503 1 001
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A. PELAYANAN PUBLIK KONSULTASI PENELITIAN/KELITBANGAN

Rencana Tindak
Lanjut

Penerimaan Usulan Deleqasi Konsultasi Pelaksanaan Pembahasan
Konsultasi 5 m_m_m. : lit _”.__q Konsultasi Internal Konsultasi
Penelitian, n__._._.mw o Penelitian/ Penelitian/
Kelitbangan gtk i Kelitbangan Kelitbangan

Surat/ Disposisi/Surat e | Laporan/
Undangan/ -_.!.ri-__i-__._n_-_u ._,_iw_--. Daftar Hadir | Rencana Tindak
Telahaan Staf ] Lanjut/
7 Telahaan Staf
Berita Acara/
Laporan,/
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B. PELAYANAN PUBLIK USULAN PENELITIAN/KELITBANGAN

| . Pembahasan

Penerimaan Usulan =
Penelitian/, | ——— __.._Emum.nwzm_n_ma »  Sidang MP

Kelitbangan RiRERgan

§ h § Tl F..ninu-_ . Bevits Acars Sidang
| Surat/ Penelitian/ | B Topik Penebilan/
Undangan/ . Kelithangan . __E__.ﬂi._n. =
Telahaan Staf L — .

Bovite Arasal
Laporan Rapak/
Posrts D!

T habaan Stal
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C. PELAYANAN PUBLIK KEGIATAN PENELITIAN/ KELITBANGAN

Penyusunan um:ﬂcﬂn_f_md
_un_.._-___:_m._._._._.m.-.. Hﬂﬂ“”ﬂﬂ”ﬂ Laporan Akhir E—u_n_._..WJ .h__—nT__._. -,
El Konsep Penelitian/ Ll ooy cjitiany Sidang TPM Penelitian/ Penelitian
Hm_ﬂﬂm:ﬁ.ﬂ: E.m___._”_u.m:.rmm_._ ﬂ_m_:.n_u.m:mm: —_nm___._._um_._._mm:._
. ;72 "
¥ yem— .
gy 5P Penelitian/
Elcoeluurtif Kelithangan yang
Kelitbarsgan (RO _
Research Design| | iy e i ! selah dilakuban
—] Berita Acara/ —1 :
gl = [
Diata (15 L g
. . Haskah Jurnal
Hmiah
Penyusunan . Di inasi Hasil
. lisa d seminasi Hasi
Laporan Akhir | +— & o ol - Kelitbangan
. Evaluasi itoanga
Kelitbangan Utama
1 ¥ .
I ; Barita Acaral
?sh_.nhﬂ__t Laporan/
Kelitbangan n...n&..l.l!..__.l_-
merupakan bagian dari HASIL KELITBAMNGAN - |
yang memuat: : ﬁ
= Laporan akhir penelitan/kelitbangan yang _ |
sudah dilakukan
Risalah
= Risalah kebijakan Kabdakan
v Rekomendasi kebejakan _
»  Karyailmiah kelitbangan lainnya | : -
Catatan: Laporan tersebut disampiikan kepada | __

TPM Eelitbangan, Perangkat Daerah dan Kepala i}
Biaarh - _ Rakomendasi
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D. PELAYANAN PUBLIK FASILITASI INOVASI DAERAH

Inkubasi Inisiatif
Inovasi

Pengajuan Proposal

Evaluasi
Inisiatif

Inowasi

'

| Laporan/Berita |
| T

Surat/Pndangans
Telshaan Staf

Penerapan Inovasi
Daerah

'

Proposal Inowasi

'

Perda/Perwall

e

[ Laporan
Pemerapan
Inowssi Daserah

Evaluasi Uji Coba

Inovasi

Penetapan Inavasi
Daerah

r_E___..._E-: _
Penstapan
*  |novasi Dasrsh |

Inovasi Daerah

Uji Coba nowasi
Daerah

|

Rekomendasi
Pansrapan
InGvasi Daerah

Uji Caba Inavasi
Daerah

H

Laporan
Pelakzanaan
Uji Cobea Inovas)
Daerah [



E. PELAYANAN MONITORING DAN EVALUASI INOVASI DAERAH

Hapat Internal Brida

38

Kota Denpasar

|
¥

1.Daftar inowvasi vang
akan di monev
Ljadwal  pelaksanaan
ey inovasi

Rapat Tindak lanjut

Hastl Monew

Cosializasi mones
inovasi kepada OPD,
Perumda, Kecamatan,
Kelurahan, Desa se Kota
Denpaszar

Pelaksanaan Money
Inovasi dengan langsung
ke OPD,Perumda,
Kecamatan, Kelurahan,
Desa se-Kota Denpasar

Laporan hasil
Money
inovasi

Daftar inovasl
aktif knta
Denpasar

hcd®




Rapat dengan
Dewan Juri

¥

Petunjuk
Teknis
- Jadwal
- Form penilaian

.-.-IIII-\.\.\.!._.I.I-III

Penyelenggaraan
Penganugrahan
Pemenang

Sosialisasi dan

39

Teknikal Meeting

- Daftar  inovais

yang menjadi
juara 1.2.3
untuk  setiap
katagori

-

Penerimaan

F. KOMPETISI INOVASI

Proposal dar
Peserta

_
|
¥

Daftar
Proposal untuk
setiap katagori
lonmba

SR e

Penilaian Tahap
IV: Penilaian

Penilaian Tahap |
: Penilaian
Proposal

Daftar
proposal yang
lolos ke tahap
berikutnya

lapangan
Penilaian Tahap

-

V: penilatan vidio

Daftar  hagil
penilaian
tinjauan
lapangan
Rekap
gabungan
penilaian  jur
untuk masing

miasing inovasi

-

Fenilaian Tahap 1:
Presentasi Inovasi
Penilalan Tahap [I:
Administrasi
Inovasi

- Daftar hasil
penilaian
presentasi
inovasi

- Dafftar hasil
penilaian
administrasi
inovasi

.

a.!l..\\..\.l
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G. PELAYANAN FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Permohonan Pengajuan Fasilitasi .| Disposisi )
" Fasilitasi Hak * Hak Kekayaan r— _ E:H___.w:
: _w“"_mrn..._ﬂusn—!._ Intelektual melalui Em:““.___.__n.r_mi:
ntelektual Anggota Sentra Kl {KF : honan
H permo |
Masyarakat / Invensi dan Inovasi) Ke : \ : i
Perangkat Daerah Ka BRIDA =
| e _—
( * E ' ._“ 3 Y It
Formsiilii _ Checklist Persyaratan Verifikasi | Rekomendasl Ka
_ Permohonan leh BRIDA sesual
Pencatatan dan Fasilitasi Hak Permohonan o permohonan yang
Buku Agenda _ ” |F AK disesuaikan telah terverinkasi
) ! Kekayaan Intelekiual J Angkas
¥
Verifikasi dokumen oleh
Sertifikat Hak Cipta Tim dan penginputan
Tanda Terima Billing pembayaran secara online oleh operator >
Bt keluar dari sistem (Hak ke dgip.go.id (Untuk Hak Pemberitahuan
Cipta dan Merek) dan Cipta dan Merek) serta pemohon untuk
T Oikeluarian oleh bendahara BRIDA pengiriman dokumen Ke ngka
Manterd Bk dan melakukan pembayaran Kemenkumham Kanwil syarat permohonan
HAM RI (DJKI) PNBP Ciptaan/Merek: Bali untuk diinput (Untuk
Kekayaan Intelektual
Komumnal FEIK]
N — | = B N
. - i E ( " itahuan
m_:rw_“ Pencatatan Ciptaan; Tanda | _ Billing | Dokumen _ 12_5_““__....” hat _
Terima Pendaftaran Merek: pendaftaran _ pendulcung ewat o
Tanda Terima Pencatatan KIK | . { Whatsaap |
e = F il - s it T R




